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PUTUSAN
Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Sly.

el et Dl Al sy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

I - - dan tanggal lahir Selayar, 20 Juli 1974,

agama lIslam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di

|
.  <abupaten  Kepulauan
Selayar, sebagai Penggugat;

melawan

I - -t dan tanggal lahir Sragen, 27 Juli 1979, agama
Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [
|
Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2022 telah
mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Selayar dengan Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Sly. tanggal 06 Juni 2022
dengan dalil-dalil sebagai berikut;
1.Bahwa pada tanggal 21 Desember 2001, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Grogot, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 12 Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/09/XIl/2001, tertanggal 27
Desember 2001;

2.Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
kontrakan di || | |l sc'ama kurang lebih 6 (enam) tahun dan
terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di ||l
!
Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurang lebih 4 (empat) tahun

lamanya, dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

o [ sio 19 tahun;
o NN usia 11 tahun;

3.Bahwa sejak Januari tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
2. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat;
3. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
4.Bahwa, pada bulan Desember tahun 2011, terjadi lagi pertengkaran yang
memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman dan kembali kerumah orang tuanya;
5.Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 10 tahun 5 bulan lamanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak
saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6.Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat
berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi
sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas
Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer
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1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([ |GGl terhadap
Penggugat ()

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 106/Pdt.G/2022/PA.Sly. tanggal 07 Juni 2022 dan tanggal 14 Juni 2022
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 387/09/XI11/2001, tertanggal 27
Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan
Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti
P);
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B. Bukti saksi:

1. . - -t tanggal lahir Patori, 24 Mei 1981 agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di |
Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di kalimantan Timur dan terakhir tinggal bersama di rumah

kediaman orang tua Penggugat di [N
I <-bupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan
lain, Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat,
serta Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Desember tahun 2011 hingga sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap

rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
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2. I <ot tanggal lahir Tambera, 14 Nopember

1994, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga,

tempat  kediaman di |

B <-bupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
lama menikabh;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di kalimantan Timur dan terakhir tinggal bersama di rumah

kediaman orang tua Penggugat di [N
I <obupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan
lain, Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat,
serta Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat secara langsung
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
akhir tahun 2011 hingga sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap

rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
tidak ternyata bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai
dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Halaman 6 dari 12 Putusan No.106/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat
telah dibacakan di persidangan tertutup untuk umum dan Penggugat tetap
mempertahankan dalil-dalii gugatan dan tetap pula dengan gugatannya,
sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan
yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 Penggugat dan
Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan
Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, Tergugat sering
keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat, serta Tergugat ringan tangan
terhadap Penggugat, dan sejak bulan Desember tahun 2011 Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalil-dalil
gugatan Penggugat tidak terbantahkan atau setidak-tidaknya Tergugat
dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan
kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana
Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang selanjutnya
akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti
P), Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah

dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat
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sesuai pasal 285 RBg., telah di-nazegelen dan oleh Majelis Hakim telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, bukti tersebut memuat
keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat,
sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti
tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum
Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang
berkepentingan atau persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi di
persidangan adalah berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan
pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg,
maka Majelis Hakim menilai kesaksian mereka telah memenuhi syarat materiil
alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut
memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya
bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-
saksi tersebut dapat diterima, dan seluruh dalil gugatan Penggugat dinyatakan
terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta bukti-bukti di
persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2001;
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- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan
Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga
sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkumpul lagi, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban suami istri;

- Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian
akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah
mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat
dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan

sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri sejak bulan Desember 2011

sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang
kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana
kenyataan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah
dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut
sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar
keduanya terlepas dari percekcokkan dan penderitaan bathin yang
berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat

dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan
petunjuk Syar@i berupa Qaidah Ushul Figh yang berbunyi :
cladl Gla e a3t duldall BN

Maksudnya: ®Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari
pada mencapai kemaslahatan® ;
dan petunjuk syar@i dalam Kitab Figih Sunnah juz Il halaman 248 yang diambil
alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :
Gy Laa 10V Q\S;C}j\ <l yie) :\;‘5‘}”:\;\*\:}‘;;'4@\ Al W) gen cuid |3la

A3k Adll Lgalla Lagin ~3a¥l e (ol jae 5 Ledlial (a8 pdall ol g0 4xa
Artinya: ©Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri

atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tak
dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami
dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, boleh dijatuhkan
talak bain kepada istrinya®;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan
Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap
Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,
maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak ba@&in sughra sesuai
maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam beserta
penjelasannya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis
Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tuntutan primer
Penggugat sudah dikabulkan, maka tuntutan subsider Penggugat tidak perlu
dipertimbangkan lagi;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([ [ | | ] ) terhadap
Penggugat ()
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 20 Zulkaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Arsyad, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Rini Fahriyani Ilham, S.H.l., M.H. dan Laeli Fajriyah, S.H.I
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H.

sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. Arsyad, S.H.I.
ttd

Laeli Fajriyah, S.H.I.
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Panitera

ttd
H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:
- Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00
- Biaya Proses Rp  50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 460.000,00
- PNBP Panggilan Rp  20.000,00
- Redaksi Rp  10.000,00
- Meterai Rp  10.000,00
Jumlah Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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